
 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan 

yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 

2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelo!aan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 

 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4934); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Daerah 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5340); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 

4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272);   

 

 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 

2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 125);  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 74);  

 

 

 



31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat  Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2016 Nomor 9);  

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  

dan 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN          

TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun    

Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 836.981.362.000,00,- bertambah sejumlah 

Rp. 43.797.758.280,00,- sehingga menjadi Rp. 880.779.120.280,00,- dengan    

rincian: 

1. Pendapatan Daerah :     

 a. Semula Rp.  836.981.362.000,00,-   

 b. Bertambah/(Berkurang)   Rp.      43.797.758.280,00,-   

 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.  880.779.120.280,00,- 

2. Belanja Daerah :     

 a. Semula Rp.  974.681.362.000,00,-   

 b. Bertambah/(Berkurang)   Rp.    38.749.051.226,40,-   

 Jumlah Belanja setelah Perubahan  Rp. 1.013.430.413.226,40,- 

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 
 

Rp.   
 (132.651.292.946,40,-) 

3. Pembiayaan Daerah :     

 a. Penerimaan     

 1) Semula Rp.    141.700.000.000,00,-   

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.  (6.798.707.053,60,-)   

 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 134.901.292.946,40,- 



 b. Pengeluaran     

 1) Semula Rp.    4.000.000.000,00,-   

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.                            (1.750.000.000,00,-)   

            Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp   2.250.000.000,00,- 

 Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan 
 

Rp.    
132.651.292.946,40,- 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan 
 

Rp.                           
0,00,- 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

 a. Pendapatan Asli Daerah  

 1) Semula Rp.      24.483.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.         37.448.599.221,00,-  

 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.       61.931.599.221,00,- 

 b. Dana Perimbangan  

 1) Semula Rp.  666.442.327.000,00,-  

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.     3.912.628.317,00,-  

  Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.   670.354.955.317,00,- 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  

 1) Semula Rp.      146.056.035.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.      2.436.530.742,00,-  

 
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah 

 Perubahan 
Rp.    148.492.565.742,00,- 

 

(2) 

 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan: 

 a. Pajak Daerah  

 1) Semula Rp. 9.573.500.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                       92.500.000,00,-  

  Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.      9.666.000.000,00,- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 b. Retribusi Daerah   

 1) Semula Rp.       1.749.500.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.       1.195.000.000,00,-  

 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.         2.944.500.000,00,- 

 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

 1) Semula Rp.                        1.150.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.        408.804.221,00,-  

 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah Perubahan 
Rp.        1.558.804.221,00,- 

 d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

 1) Semula Rp.   12.010.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.      35.752.295.000,00,-  

 
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

setelah Perubahan 

Rp.  

  

47.762.295.000,00,- 

 

 

(3) 

 

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan:  

 a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

 1) Semula Rp.    23.564.420.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.      3.179.591.876,00,-  

 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan 

Pajak setelah Perubahan 
Rp.  26.774.011.876,00,- 

 b. Dana Alokasi Umum   

 1) Semula Rp.   465.116.915.000,00,-  

 2) Bertambah/(berkurang)         Rp.                            (4.085.304.000,00,-)  

 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.   461.031.611.000,00,- 

 c. Dana Alokasi Khusus  

 1) Semula Rp.      177.760.992.000,00,-  

 2) Bertambah/(berkurang)         Rp.                            4.818.340.441,00,-  

 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.     182.579.332.441,00,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(4) 
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 

dari jenis pendapatan : 

 a. Dana Bagi Hasil Pajak dari  Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

 1) Semula Rp.   59.000.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)                                       Rp.     0,00,-  

 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan 
Rp.   59.000.000.000,00,- 

 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

 1) Semula                                       Rp.   7.500.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     0,00,-  

 
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Setelah Perubahan 
Rp.   7.500.000.000,00,- 

 c. Pendapatan Lainnya 

 1) Semula                                       Rp.    4.177.045.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     2.436.530.742,00,-  

 
Jumlah Dana Bantuan Keuangan Dari 

Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya 
Rp.   6.613.575.742,00,- 

 d. Dana Desa  

 1) Semula                                       Rp.     75.378.990.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     0,00,-  

 Jumlah Pendapatan Lainnya Rp.     75.378.990.000,00,- 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 a. Belanja Tidak Langsung  

 1) Semula                                       Rp.   438.144.727.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     (28.003.920.343,60,-)  

 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.    410.140.806.656,40,- 

 b. Belanja Langsung  

 1) Semula                                       Rp.   536.536.635.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     66.752.971.570,00,-  

 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.     603.289.606.570,00,- 

 

 

 

 

 

 



(2) 
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

belanja: 

 a. Belanja Pegawai  

 1) Semula                                       Rp.   294.284.354.420,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.      (27.958.251.843,60,-)  

  Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.   266.326.102.576,40,- 

 b. Belanja Bunga  

 1) Semula                      Rp. 1.350.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.350.000.000,00,-)  

  Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan     Rp.       0,00,- 

 c. Belanja Hibah 

 1) Semula           Rp. 15.607.930.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.    1.304.331.500,00,-  

  Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan     Rp.       16.912.261.500,00,- 

 d. Belanja Bantuan Sosial  

 1) Semula                                       Rp.                        100.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.         0,00,-  

  Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan    Rp.            100.000.000,00,- 

 e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 

 1) Semula                                       Rp.                        1.122.300.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                        0,00,-  

 
 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kab /       

 Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan    
Rp.                        1.122.300.000,00,- 

 f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 

Politik 

 1) Semula                                       Rp.   124.680.142.580,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                         0,00,-  

 
 Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kab / 

 Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan 
Rp.   124.680.142.580,00,- 

 g. Belanja Tidak Terduga  

 1) Semula                                       Rp.         1.000.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                          0,00,-  

  Jumlah Bantuan Tidak Terduga setelah Perubahan Rp.       1.000.000.000,00,- 

 

 
 

  



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai  

 1) Semula                                       Rp.   25.517.784.500,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.     9.532.577.300,00,-  

  Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.    35.050.361.800,00,- 

 b. Belanja Barang dan Jasa  

 1) Semula                                       Rp.   105.612.991.500,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.   56.640.599.300,00,-   

  Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp.   162.253.590.800,00,- 

 c. Belanja Modal  

 1) Semula                                       Rp.  405.405.859.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.    579.794.970,00,-)  

  Jumlah Belanja Barang Modal setelah Perubahan Rp.   405.985.653.970,00- 

 

 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari : 

 a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  

 1) Semula                                       Rp. 141.700.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.   (6.798.707.053,60,-)  

 
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah 

 Perubahan 
Rp.   134.901.292.946,40,- 

 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  

 1) Semula                                       Rp.   4.000.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                          (1.750.000.000,00,-)  

 
 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah 

 Perubahan 
Rp.   2.250.000.000,00,- 

 

(2) 

 

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  Tahun Anggaran sebelumnya : 

 1) Semula                                       Rp.   9.000.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.   (6.980.707.053,60,-)  

 
 Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah 

 Perubahan 
Rp.   2.019.292.946,40,- 

 

 
 



 b. Penerimaan Pinjaman Daerah  

 1) Semula                                       Rp.                           130.700.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                           182.000.000,00,-  

 
 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah 

 Perubahan 
Rp.                           130.882.000.000,00,- 

 

(3) 

 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

 a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  

 1) Semula                                       Rp.      2.000.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                          0,00,-  

 
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 

 Daerah setelah Perubahan 
Rp.        2.000.000.000,00,- 

    

 b. Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah  

 1) Semula                                       Rp.   2.000.000.000,00,-  

 2) Bertambah/(Berkurang)   Rp.                          (1.750.000.000,00,-)  

 
 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh 

 tempo setelah Perubahan 
Rp.  250.000.000,00,- 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran  I Ringkasan Perubahan APBD; 

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan 

Pemerintahah Daerah,Organisasi, Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan 

dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi 

dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-

Jabatan; 

g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

Anggaran Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Tahun 

Anggaran ini; 

h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 
 

 



 

Pasal 6 

 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

 

Pasal 7  

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten         

Tulang Bawang Barat. 

 Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal 6 September 2017                      

 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
 Dto. 

 
 
UMAR AHMAD 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal 6 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

             

 
Dto. 

 
 
HERWAN SAHRI 

 

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 

NOMOR 5 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 

Pembina 

NIP. 19770409 200212 1 008 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  

PROVINSI LAMPUNG : 05/541/TBB/2017 



 

 

 

 


